BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1 Kemanfaatan NPWP

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada
wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan
sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak
dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo ; 2009). Manfaat berarti guna, faedah,
laba, atau untung. Kemanfaatan berarti hal (ber) manfaat atau kegunaan. Jadi,
kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh oleh wajib pajak atas
kepemilikan NPWP. Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak
atas kepemilikan NPWP. Manfaat NPWP antara lain yaitu wajib pajak dapat
membayar dan melaporkan pajak dengan tertib. Aparat pajak dapat mengawasi
pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak melalui NPWP sebagai
sarana administrasi perpajakan. Segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh
wajib pajak dalam pembayaran, pelaporan atau urusan lain yang berkaitan dengan
pajak akan tercatat dan terpantau oleh aparat pajak.

Wajib pajak akan memperoleh kemudahan pengurusan administrasi yang
terkait dengan bisnis atau usaha yang dijalankan wajib pajak. Saat ini, Wajib
pajak semakin sulit untuk mengindar dari kewajiban memiliki NPWP karena
hampir semua sektor telah dipagari oleh pemerintah dengan prasyarat NPWP.
Wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas memiliki NPWP

karena NPWP sering dijadikan sebagai syarat administratif untuk memperoleh
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izin usaha. Namun, banyak wajib pajak yang tidak memiliki NPWP tetap dapat
menjalankan usaha atau pekerjaan bebas meskipun telah memenuhi persyaratan.
Hal ini mencerminkan bahwa faktor kebutuhan untuk memiliki NPWP yang
selaras dengan lepentingan usaha wajib pajak masih perlu ditingkatkan.
Kemudahan pengurusan administrasi yang diperoleh wajib pajak atas kepimilikan

NPWP antara lain:

1) Pengajuan Kredit Bank, kredit dengan plafon di atas Rp.
50.000.000,00.

2) Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

3) Mengikuti lelang di instansi Pemerintah.

4) Berpeluang menjadi rekanan Pemerintah.

Berbagai manfaat yang dapat diperoleh atas kepemilikan NPWP
diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu,
kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Semakin banyak
manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan
wajib pajak juga akan semakin meningkat.

2.1.2 Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Riko (2006 ; 75) dalam Syahril (2013), tingkat pemahaman
adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh
seseorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu
materi permasalahan yang ingin diketahui. Sedangkan menurut Muslim (2007 ;

11), semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap
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peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk
melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib
pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem self assessment yang
merupakan sistem yang mempercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk
menghitung, membayarkan, dan melaporkan sendiri besar nya pajak yang
terutang. Di dalam sistem pemungutan pajak seperti ini tentu diperlukan berbagai
macam peraturan yang digunakan sebagai alat kontrol dan pemahaman wajib
pajak terhadap peraturan ini juga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya
penerapan sistem pemungutan self assessement ini. Menurut hasil penelitian Arum
(2012) menyatakan pemahaman self assessment sistem berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi, begitu juga dengan hasil penelitian Syahril
(2013) yang menyatakan tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan
positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Simanjuntak (2012 ; 127) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak
terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut: “Tingkat
pemahaman wajib pajak menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan
perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak.
Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap
kesadaran membayar pajak, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak
tersebut untuk  melanggar peraturan, karena jika pengetahuan mengenai
perpajakan rendah, maka kesadaran wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku

juga rendah”.
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Sedangkan menurut Sumarsan (2012 ; 35) Pengaruh Pemahaman Wajib
Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi “Wajib Pajak memiliki
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang
berkualitas terhadap Wajib Pajak maka akan timbul kesadaran untuk membayar
pajak. Kesadaran Wajib Pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang
mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara menghitung, membayar dan
melapor pajak serta mentaati hak dan kewajibanya sebagai Wajib Pajak”.
2.1.3 Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan
segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Jadi, pelayanan yang dimaksud
dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau
menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini
adalah wajib pajak (Jatmiko ; 2006). Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi
kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak
memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada WP. Proses perpajakan
melibatkan fiskus dan WP membuat pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut
membentuk sikap (atitude) WP dalam mengikuti proses perpajakan. Semakin baik
pelayanan fiskus, maka WP akan memiliki sikap yang positif terhadap proses
perpajakan (Nugroho ; 2006). Hal serupa dijelaskan oleh Ilyas dan Burton (2008),
bahwa sikap atau pelayanan fiskus yang baiklah yang harus diberikan kepada
seluruh WP. Selama ini banyak WP yang berpersepsi negatif pada aparat pajak
yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada WP, Hal ini akan menyebabkan

rendahnya kepatuhan WP. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan WP
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adalah memberikan pelayanan yang baik kepada WP. Upaya peningkatan kualitas
pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan
teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan dalam infrastruktur seperti
perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan
teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada WP dalam memenubhi
kewajiban perpajakannya (Supadmi ; 2009).

Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada WP besar manfaatnya sehingga
dapat menimbulkan kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kemampuan fiskus dalam berinteraksi yang baik dengan WP adalah dasar yang
harus dimiliki fiskus dalam melayani WP sehingga diharapkan dapat
meningkatkan kemauan WP dalam membayar pajaknya. Terdapat lima dimensi
yang perlu diperhatikan ketika orang lain melakukan penilaian terhadap kualitas

pelayanan (www.pajak.go.id) yaitu:

a. Tangible, yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan
sasaran komunikasi.

b. Emphaty, yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan,
komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan
para pelanggan.

c. Responsiveness, yaitu keiginan para staf untuk membantu para
pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.

d. Reliability, yang artinya kemampuan memberi pelayanan yang

dijanjikan dengan segera, kehandalan, akurat, dan memuaskan.
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e. Assurance, Yyang artinya mencakup kemampuan, pengetahuan,
kesopanan, juga sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf

(bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan).

2.1.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti, ditaati,
dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib
pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo ; 2009). Seorang wajib
pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi
perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Berikut pengenaan tarif sanksi
administrasi terbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11.1 Perubahan Ketentuan Nilai Tarif Sanksi Administrasi Denda
Perpajakan

Tabel 11.1.1 Sanksi Denda

No Pasal Masalah Sanksi Keterangan
S_PT _ Ter.lambat Rp. 100.000 Per SPT
disampaikan: atau Rp.

a. Masa 500.000

1. 7(2)

b. Tahunan Rp. 100.000 Per SPT
atau Rp.
1.000.000

2. Pembetulan Sendiri b Dari jumlah

8B) | dan Belum disidik 150% pajak yang

dibayar
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Pengusaha  yang
telah  dikukuhkan
sebagai PKP, tetapi
tidak membuat

faktur pajak atau 2% Dari DPP
membuat faktur
pajak, tetapi tidak
tepat waktu.
Pengusaha  yang
3. 14 (4) telah  dikukuhkan
sebagai PKP yang 204
tidak mengisi faktur Dari DPP
pajak secara
lengkap
PKP  melaporkan
faktur pajak tidak
sesuai dengan masa 2% Dari DPP
penerbitan  faktur
pajak
Tabel 11.1.2 Sanksi Bunga
No Pasal Masalah Sanksi | Keterangan
Per bulan dari
3, 8 (2 dan Pembetulan SPT Masa dan Tahunan 2% i urgieh JEalak
2a) yang kurang
dibayar
5 d9 (2a | Keterlambatan pembayaran pajak 204 J_F’uer:“t;lﬁlanpgzﬂ
an 2b) | masa dan tahunan
terutang
Perbulan, dari
Kekurangan pembayaran pajak dalam jumlah kurang
- 13(2) SKPKB 2% dibayar, max
24 bulan
SKPB diterbitkan setelah lewat waktu Dari  jumlah
5 tahun karena adanya tindak pidana pajak  yang
4. 13 (5) | perpajakan maupun tindak pidana | 48% | tidak mau atau
lainnya kurang
dibayar
Per bulan, dari
5 14 (3) a. PPh tahun berjalan tidak/kurang 2 04 jymlah pajak
bayar tidak/ kurang
dibayar, max
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24 bulan
Per bulan, dari
jumlah pajak
b. SPT kurang bayar 2% | tidak/ kurang
dibayar, max
24 bulan.
PKP vyang gagal berproduksi dan Per bulan, dari
telah diberikan pengembalian Pajak jumlah pajak
14 (5) | Masukan 2% | tidak/ kurang
dibayar, max
24 bulan.
SKPKBT diterbitkan setelah lewat Eaa}gk Jur;;ﬁg
6. 15 (2) V\{aktu 5 tahur_l karena adanya t!ndak 48% | tidak atau
pidana perpajakan maupun tindak kurang
pidana lainnya dibayar
SKPKB/T, SK Pembetulan, SK .Puer';g;]'a”’:.t:li
Keberatan, Putusan Banding yang ] ha)
7. 19 (1) 2% | yang tidak
menyebabkan kurang bayar terlambat K
dibayar atau urang
dibayar
Per bulan,
bagian  dari
8. 19 (2) | Mengangsur atau Menunda 2% bu?an dihitung
penuh 1 bulan
Atas
. . kekurangan
9. 19 (3) gg#mangan pajak akibat penundaan 2% | pembayaran
pajak
Tabel 11.1.3 Sanksi Kenaikan
No | Pasal Masalah Sanksi Keterangan
1 8 (5) Pengungkapan ketidak benaran 50% Dari pajak yang
' SPT sebelum terbitnya SKP kurang dibayar
Apabila: SPT tidak disampaikan
sebagaimana disebut dalam surat
. 13 (3) | teguran, PPN/PPnBM yang tidak

seharusnya dikompensasikan atau
tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya
Pasal 28 dan 29:
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Dari PPh yang

i 0,
a. (IjiFl;r;y;Pg tidak atau kurang | 50% tidak/ kurang
Y dibayar

. . Dari  PPh yang
e eor | 100% | ks ke
pung dipotong/dipungut.
Dari PPN/ PPnBM
: yang tidak atau

C. PPN/PPn_BMtldak atau 100 % | kurang dibayar.

kurang dibayar

Dari jumlah
3. 15 (2) | Kekurangan pajak pada SKPKBT | 100% | kekurangan pajak

tersebut

(http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi)

Seorang wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila

memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sanksi

perpajakan dapat diukur sebagai berikut:

1) Sanksi administrasi

Sanksi Administrasi dikenakan bagi pelanggaran aturan perpajakan ringan,

dalam undang — undang perpajakan sanksi administrasi dapat dibedakan

dalam 3 kelompok yaitu:

a) Denda

Denda dikenakan terhadap keterlambatan pelaporan atau penyampaian

surat pemberitahuan (SPT) Pajak penghasilan (PPh), tidak membuat

faktur pajak atau membuat tetapi tidak tepat waktu, tidak mengisi

faktur pajak, melaporkan tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak

(PPn).

b) Bunga

Bunga dikenakan terhadap pajak yang tidak atau kurang bayar
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c) Kenaikan
Kenaikan dikenakan terhadap hasil pemeriksaan terkait dengan
pengungkapan ketidak benaran yang berhubungan dengan pembukuan,
data SPT yang tidak benar, NPWP, jabatan, kewajiban terkait
pemeriksaan, tidak menyampaikan SPT dan sebagainya.
2) Sanksi Pidana
Dikenakan bagi pelanggaran aturan pajak cukup berat. Sanksi pidana
dikenakan sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan perpajakan khususnya yang tercantum dalam ketentuan umum

dan tata cara perpajakan (Resmi ; 2009).

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Simon James et al (n.d.) yang dikutip oleh Gunadi (2005),
pengertian Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) adalah wajib pajak mempunyai
kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang
berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi bersama, peringatan
ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.
Nurmatu (2005) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan
dimana melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan yang dikatakan oleh
Norman D. Nowak merupakan suatu “iklim” kepatuhan dan kesadaran
pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi (Devano ; 2006)

sebagai berikut:

a. Wajib Pajak paham atau berusahana untuk memahami semua

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
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b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

2.2. Pandangan Islam Tentang Perpajakan

Dalam istilah Bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah
atau bias juga disebut Al-Maks, yang arti nya adalah ‘“Pungutan yang ditarik dari
rakyat oleh para penarik Pajak” (Lihat Lisanul Arab 1X/217-218 dan XII1/160,
dan Shahih Muslim dengan syarahnya oleh Imam Nawawi X1/202).

Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini, pajak ialah apa yang
diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya
dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan
Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ad akas di dalam Baitul Mal.
(Lihat Syifa’ul Ghalil hal 234 dan Ghiyats al-Umam Min lltiyats Azh-
Zhulmihal.275).

Ada pun pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas
negara (pemerintah) nerdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan
dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa
berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang
dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. (Gusfahmi ; 2007)

Disana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau adh-dharibah

diantaranya:

a) Al-Jizyah (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan

Islam)
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b) Al-Kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh Negara Islam)
c) Al-‘Usyur (bea cukai bagi para pedagang non musli yang masuk ke

Negara Islam). Adapun ayat yang berkaitan dengan pajak:

V5% & il 5 e 855 0 &8 G V) Il i & el 1 G Y 1Sl i

Gan ) & S8 i &) ° &040 ) Sl

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh
dirimu . (QS. An-Nisa:29)

Dalam ayat tersebut Allah swt melarang hambanya saling memakan harta
sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan
batil untuk memakan harta sesama apabila dipungut tidak sesuai aturan. Dalam
sebuah hadist Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

s gl sriley V) olin (53 0 B3
“Tidak hala/ harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya”
Adapun dalil yang secara khusus mengancam apabila pajak tidak dipungut

dengan benar diantaranya Rasulullah bersabda:

DA 28 el Calla &)
"Sesungguhnya pelaku / pemungut pajak masuk neraka” [HR Ahmad 4/109]
2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil

yang berbeda. Berikut dapat dilihat pada tabel:
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Tabel 11.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No. Peneliti Variabel yang Alat Hasil Penelitian
Digunakan Analisis

Variabel Bahwa kemanfaatan NPWP
Independen: tidak berpengaruh terhadap
Kemanfaatan kepatuhan wajib  pajak,
S NPWP,  Kualitas A kualitas pelayanan
_ | Pelayanan Dan | berpengaruh signifikan
1. | Rahmawati B regresi B
Kesadaran  Wajib terhadap kepatuhan wajib
(2015) _ berganda ) B
Pajak. pajak, kesadaran wajib
Variabel Dependen: pajak berpengaruh
Kepatuhan  Wajib signifikan terhadap

Pajak. kepatuhan wajib pajak.
Variabel Bahwa Pemahaman Wajib
independen: Pajak berpengaruh positif
Pemahaman Wajib terhadap Tingkat
Pajak, Kualitas Kepatuhan WP OP,
Pelayanan Fiskus, Kualitas Pelayanan Fiskus
Sanksi Perpajakan, berpengaruh positif
Ella Dan  Lingkungan | Analisis | terhadap Tingkat
2. | Widyastuti | Wajib Pajak. regresi | Kepatuhan WP OP, Sanksi
(2015) Variabel dependen: | berganda | Perpajakan berpengaruh
Kepatuhan  Wajib positif terhadap Tingkat
Pajak Orang Kepatuhan WP OP,
Pribadi. Lingkungan Wajib Pajak
berpengaruh positif
terhadap Tingkat

Kepatuhan WP OP

John A | Variabel Analisis | Efek  dari  administrasi
E Enahoro & | independen: regresi | perpajakan atas pendapatan
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Jayeola | Administrasi berganda | yang  dihasilkan  oleh
Olabisi Perpajakan dan pemerintah daerah tidak
(2012) Generasi dapat terlalu ditekankan
Pendapatan. dan karena itu sistem pajak
Variabel dependen: saat ini harus diperiksa dan
Penilaian, semua celah harus diperiksa
pengumpulan  dan dan dilihat untuk
pengiriman Pajak menghasilkan administrasi
perpajakan yang lebih baik.
Variabel
independen:
Pemahaman Wajib Pemahaman Wajib Pajak,
Pajak, manfaat manfaat yang dirasakan
yang dirasakan Wajib Pajak, kepercayaan
Wajib Pajak, | terhadap aparat pajak dan
_ Analisis m g
Putri kepercayaan | sosialisasi pajak
regresi |
(2012) terhadap berpengaruh  positif  dan
) berganda |
aparat pajak dan signifikan terhadap
sosialisasi pajak. kepatuhan pemilik
Variabel dependen: UMKM dalam memiliki
kepatuhan pemilik NPWP.
UMKM dalam
memiliki NPWP
Variabel .
_ Bahwa Kesadaran wajib
independen: [ )
N ~ | pajak, pelayanan fiskus,
Kesadaran  wajib | Analisis o o
Arum ) | dan sanksi pajak memiliki
pajak, pelayanan | regresi o
(2012) ) ) pengaruh yang positif dan
fiskus, dan sanksi | berganda

pajak.

Variabel dependen:

signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak.
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Kepatuhan  wajib

pajak.

2.4 Model Penelitian

Untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel

independen yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada model

penelitian berikut:

Gambar 11.1 Kerangka Konseptual
(=il — 1

|
Kemanfaatan l Hy
NPWP (X,) \\7\\\\\\\\\$
|
Pemahaman Wajib H:
Paj ak (XZ) \:\

Kepatuhan Wajib Pajak

|

|

|

|

|

|

1 I H,
I | Kualitas Pelayanan /
|

|

|

|

|

|

| Pribadi (Y)
[
X
) FH,
Sanksi Perpajakan )I/
(X4) I
' 2
1 1
i Hs |
D e _____NO ey _________ 1
Keterangan:
> : Pengaruh secara Parsial
—_———- : Pengaruh secara Simultan

25 Pengembangan Hipotesis

Menurut Mudrajad (2009) “Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara

tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan

terjadi“. Menurut Erlina (2007 ; 41) “Hipotesis adalah hubungan yang diduga
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secara logis antar dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat
diuji secara empiris”.

Teori atribusi menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku
seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut
disebabkan secara internal atau eksternal (Harold Kelley, dalam Robbins ; 2008).

Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar
lewat pengamatan dan pengalaman langsung. (Albert Bandura, dalam Robbins ;
2008). Teori pembelajaran sosial relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak
dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak (Jatmiko ; 2006). Teori ini
relevan untuk menjelaskan bahwa Wajib Pajak akan patuh dalam membayar dan
melaporkan pajak yang menjadi kewajibannya jika lewat pengamatan dan
pengalaman langsungnya, pajak yang dibayarkan telah digunakan untuk
membantu pembangunan di wilayahnya.

2.5.1 Pengaruh Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi, kemanfaatan NPWP merupakan penyebab
internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat
keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat
belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai manfaat yang
dapat diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP. Wajib pajak berkewajiban
untuk memiliki NPWP apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak

diharapkan dengan sadar dan sukarela untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh
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NPWP. Namun, Direktorat Jenderal Pajak juga mempunyai kewenangan untuk
memberikan NPWP secara jabatan bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP
tetapi telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP.

Selain karena kewajiban, kepemilikan NPWP juga dilatarbelakangi oleh
berbagai kebutuhan wajib pajak atas NPWP tersebut. Kebutuhan memiliki NPWP
bagi wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana wajib pajak
tersebut sangat memerlukan NPWP. Faktor kebutuhan tersebut berkaitan dengan
manfaat dari memiliki NPWP. Kepemilikan NPWP tidak menjamin bahwa wajib
pajak akan melaksanakan kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya.
Meskipun telah memiliki NPWP, banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan
kewajiban tersebut. Kepemilikan NPWP harus dapat memberikan manfaat yang
selaras dengan kepentingan wajib pajak sehingga wajib pajak akan termotivasi
untuk membayar dan melaporkan pajaknya dengan patuh daripada wajib pajak
yang tidak memiliki NPWP. Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan
hipotesis pertama sebagai berikut:

H;: Kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.
2.5.2 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak.

Pemahaman wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan
wajib pajak. Menurut penelitian Syahril (2013), Widyastuti (2015)
mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan
Kualitas Pelayanan Fiskus Lingkungan Wajib Pajak Tingkat Kepatuhan Sanksi

Perpajakan Wajib Pajak Tingkat Pemahaman Wajib Pajak signifikan terhadap
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kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan

menjadi hal penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak

dalam memenuhi kewajibannya, maka hipotesis kedua penelitian yang akan diuji

adalah:

H,:  Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib Pajak

2.5.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi, kualitas pelayanan merupakan penyebab
eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk membuat penilaian
mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar
melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai bagaimana aparat
pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak
berhubungan erat dengan kualitas pelayanan terbaik yang diberikan aparat pajak
kepada wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat
memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi
standar pelayanan yang dapat dipertangungjawabkan serta harus dilakukan secara
terus-menerus (Supadmi ; 2009). Apabila pelayanan yang diberikan oleh aparat
pajak tidak memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, berarti pelayanan yang
diberikan tidak berkualitas. Pelayanan yang berkualitas akan memberikan
kepuasan kepada wajib pajak sehingga akan mendorong kepatuhan wajib pajak

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya kembali. Oleh karena itu, kualitas
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pelayanan digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Semakin
baik kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh aparat pajak maka wajib pajak
akan merasa puas sehingga wajib pajak akan menjadi patuh. Demikian pula
sebaliknya, semakin buruk kualitas pelayanan pajak maka wajib pajak akan
cenderung untuk tidak patuh. Hasil penelitian Arum (2012), Rajif (2012) dan
Fuadi (2013) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan
hipotesis ketiga sebagai berikut:
Hs:  Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.5.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pribadi

Menurut Suyatmin (2004) menyatakan bahwa: Agar undang-undang dan
peraturah dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggaranya, demikiannya untuk
hukum pajak”. Menurut Pandiangan (2010 ; 174) menyatakan bahwa: “Wajib
pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan apabila memandang sanksi
perpajakan akan lebih bantak merugikan”. Menurut Faisal (2009 ; 37) menyatakan
bahwa: “Walaupun ada potensi penerimaan negara pada setiap sanksi, namun
motivasi penerapan sanksi adalah agar wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban
perpajakannya”.

Didukung pula hasil penelitian Widyastuti (2015) menyebutkan sanksi
pajak berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal

Hutagaol (2007), penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga
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dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib
pajak..

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dikatakan
bahwa pemberian sanksi seperti sanksi administrasi (denda, bunga, dan kenaikan)
maupun sanksi pidana (kurungan atau penjara) yang diberikan terhadap wajib
pajak dimaksudkan agar memberikan efek jera, sehingga wajib pajak tidak akan
melakukan kesalahan yang sama dilain hari berikutnya. Penerapan sanksi
perpajakan yang diterapkan secara optimal akan meningkatkan kepatuhan wajib
pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis keempat sebagai
berikut:

Hs:  Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pribadi
2.5.5 Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan

dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Berdasarkan teori atribusi, kemanfaatan NPWP merupakan penyebab
internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat
keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat
belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai manfaat yang
dapat diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP. Wajib pajak berkewajiban
untuk memiliki NPWP apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



31

Pemahaman wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan
wajib pajak. Menurut penelitian Syahril (2013) dan Widyastuti (2015)
mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan
Kualitas Pelayanan Fiskus Lingkungan Wajib Pajak Tingkat Kepatuhan Sanksi
Perpajakan Wajib Pajak Tingkat Pemahaman Wajib Pajak signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori atribusi, kualitas pelayanan merupakan penyebab
eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk membuat penilaian
mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar
melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai bagaimana aparat
pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

Menurut Suyatmin (2004) menyatakan bahwa: Agar undang-undang dan
peraturah dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggaranya, demikiannya untuk
hukum pajak”. Menurut Pandiangan (2010 ; 174) menyatakan bahwa: “Wajib
pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan apabila memandang sanksi
perpajakan akan lebih bantak merugikan”. Menurut Faisal (2009 ; 37) menyatakan
bahwa: “Walaupun ada potensi penerimaan negara pada setiap sanksi, namun
motivasi penerapan sanksi adalah agar wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban
perpajakannya”.

Hs:  Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan
dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.



